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Abstract: This study examines the position, authority, and historical
background of the Sharia Court (Mahkamah Syar'iyah) in Aceh as a
manifestation of special autonomy within Indonesia’s national legal
system. This phenomenon is significant as it reflects the integration
of national law with local Islamic values. The objective of this research
is to provide a comprehensive understanding of how the Sharia Court
operates as an autonomous judicial institution while remaining
integrated within the national system. This study employs a
qualitative approach with a descriptive-analytical design using
observation, interviews, and document analysis. The findings indicate
that the Sharia Court holds a strong legal position, possesses broader
authority compared to other religious courts, and enjoys high
historical and social legitimacy within Acehnese society. Furthermore,
the implementation of its authority is evident in practice, although
challenges remain in regulatory synchronization and technical
execution. Therefore, the Mahkamah Syar'iyah Aceh represents a
harmonious balance between state policy and local needs. This study
highlights the importance of an adaptive and contextual legal
approach in maintaining the balance between national unity and
regional diversity.
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PENDAHULUAN

Secara akademik, fenomena ini menarik untuk dikaji karena menantang konsep
keseragaman hukum dan membuka ruang bagi studi tentang pluralisme hukum serta otonomi
daerah. Secara praktis, keberadaan Mahkamah Syar'iyah berdampak langsung pada
masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih sesuai dengan nilai sosial dan
keagamaan setempat (Abror, 2020). Bukti pentingnya isu ini terlihat dari dinamika regulasi,
praktik peradilan, serta respons masyarakat terhadap implementasinya. Dengan demikian,
fenomena ini menjadi krusial karena mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan
persatuan hukum dengan keberagaman lokal.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas Mahkamah Syar'iyah Aceh, terutama dari
aspek yuridis normatif dan historis yang menekankan dasar hukum serta latar belakang
pembentukannya dalam kerangka otonomi khusus. Kajian-kajian tersebut umumnya berhasil
menunjukkan legitimasi formal dan posisi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem
peradilan nasional. Namun, masih terdapat kekurangan karena sebagian besar penelitian
cenderung bersifat parsial dan belum mengintegrasikan secara menyeluruh aspek historis,
kewenangan, serta implementasi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain ituy,
pendekatan empiris yang menggali praktik peradilan dan respons masyarakat juga masih
terbatas (Jesari & Aliya, 2025). Bukti kekurangan ini terlihat dari minimnya penelitian yang
menggabungkan data observasi, wawancara, dan analisisdokumensecara bersamaan. Dengan
demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan yang lebih
komprehensif dan kontekstual dalam memahami Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam kajian sebelumnya dengan
menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam menganalisis
Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara menggabungkan analisis yuridis,
historis, dan empiris secara simultan sehingga mampu memberikan gambaranyang lebih utuh
tentang kedudukan, kewenangan, danimplementasi lembaga tersebut. Secara khusus, tulisan
ini membahas bagaimana Mahkamah Syar'iyah Aceh berfungsi sebagai perwujudan otonomi
khusus dalam sistem peradilan nasional, bagaimana kewenangannya dijalankan dalam praktik,
serta bagaimana latar belakang historisnya membentuk legitimasi kelembagaan. Dengan
demikian, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan
kontekstual mengenaiperan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa kedudukan dan efektivitas Mahkamah
Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional dipengaruhi secara signifikan oleh integrasi
antara dasar hukum otonomi khusus, legitimasi historis, dan penerimaan sosial masyarakat
Hubungan sebab akibat yang diuji menunjukkan bahwa semakin kuat pengakuan yuridis
melaluiregulasi khususserta semakin tinggi legitimasi historis dan sosial, maka semakin efektif
pula implementasi kewenangan Mahkamah Syariiyah dalam praktik peradila. Dugaan ini
didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak hanya bergantung padanorma formal, tetapijuga
pada kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Indikasi hubungan tersebut terlihat
dari praktik peradilan yang berjalan konsisten, dukungan masyarakat terhadap putusan, serta
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keberlanjutan lembaga dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hipotesis penelitian
ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara aspek yuridis, historis, dan sosiologis
dalam menentukan efektivitas Mahkamah Syar‘iyah Aceh.

METODE PENELITIAN

Unit analisisdalam penelitian ini berfokus pada institusi, yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh
sebagailembagaperadilan yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasionalIndonesia.
Fokus ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami kedudukan, kewenangan, serta
implementasi lembagatersebut dalamkerangka otonomi khusus. Dengan menjadikan institusi
sebagai unit analisis, penelitian dapat menggali secara mendalam aspek struktural, fungsional,
dan operasional yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Bukti dari fokus ini terlihat pada
penggunaan datayang mencakup praktik persidangan, regulasi yang mengatur kewenangan,
serta pandangan aparat dan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, pendekatan ini
memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kebijakan negara
danrealitas pelaksanaan hukumditingkatlokal. Dengan demikian, penetapaninstitusi sebagai
unit analisis memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran Mahkamah Syar'iyah secara
utuh.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif-
analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kedudukan,
kewenangan, dan implementasi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem hukum nasional.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada
pemaknaan terhadap data yang bersifat kontekstual, seperti praktik peradilan, regulasi, serta
pandangan aparat dan masyarakat. Secara rinci, penelitian ini mengombinasikan pendekatan
yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris
untuk melihat implementasinya di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen,
observasi,dan wawancara, kemudian dianalisis secara interpretatif untuk menemukan pola dan
hubungan antarvariabel. Bukti penggunaan desain ini terlihat dari integrasi berbagai sumber
data yang menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, desain kualitatif
ini memungkinkan peneliti menggali realitas secara lebih mendalam dan holistik.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kombinasi data primer dan sekunder yang
saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Data primer diperoleh dari
informan, seperti hakim, panitera, dan praktisi hukum dilingkungan Mahkamah Syar‘iyah Aceh,
serta dari masyarakat yang berinteraksi dengan lembaga tersebut, sehingga memberikan
gambaran empiris mengenai praktik peradilan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari
berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, ganun Aceh, serta putusan pengadilan
yang relevan. Selainitu, penelitian ini

online sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis. Bukti dari keberagaman
sumberiniterlihat padaintegrasi antara data lapangan dankajianteksyang saling melengkapi.
Dengan demikian, penggunaan berbagai sumber data memungkinkan penelitian ini
memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.
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Teknikpengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang
saling melengkapi untukmemperolehdata yang mendalam dan akurat. Proses dimulai dengan
observasi terhadap aktivitas dan praktik persidangan di Mahkamah Syar'iyah Aceh guna
memahami secara langsung mekanisme kerja lembaga tersebut. Selanjutnya, dilakukan
wawancara mendalam dengan informan kunci seperti hakim, panitera, dan praktisi hukum
menggunakan pedoman wawancara terstruktur agar data yang diperoleh tetap fokus dan
sistematis. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan diskusi terbatas atau dialog dengan pihak
terkait untuk memperkaya perspektif terhadap isu yang dikaji. Di sisi lain, studi dokumen
dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan, putusan pengadilan,
serta literaturilmiah yang relevan. Bukti dari proses ini terlihat pada keberagaman data yang
diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, teknik pengumpulan data ini mendukung
tercapainya hasil penelitian yang komprehensif dan kredibel.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis
untuk menghasilkan temuanyang valid dan mendalam. Tahap pertama adalah reduksi data,
yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari
observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, dilakukan penyajiandata dalam bentuk
narasi deskriptif dan kategorisasi tematik agar pola dan hubungan antar data lebih mudah
dipahami. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi dengan
mengaitkandata empirisdan kerangka teoritisyang digunakan. Teknikanalisisyang digunakan
bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menekankan pada pemaknaan
dan pemahaman konteks daripada pengukuran kuantitatif. Bukti dari proses ini terlihat pada
kemampuan penelitian dalam mengidentifikasi polaintegrasi antara aspekyuridis, historis, dan
sosiologis. Dengan demikian, analisis data ini menghasilkan pemahamanyang komprehensif
dan kontekstual terhadap objek penelitian.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI
Hasil Temuan

Penelitian mengenai kedudukan Mahkamah Syariyah Aceh dalam sistem peradilan
nasional menunjukkan kecenderungan tematis yang menempatkannya sebagai manifestasi
nyata otonomi khusus dalamkerangka NegaraKesatuanRepublikIndonesia. Hal ini didasarkan
pada kebutuhan untukmengakomodasi kekhususan Aceh, khususnya dalam penerapan syariat
Islam yang memiliki legitimasi historis dan yuridis (Sitorus et al., 2026). Sejumlah kajian
menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah tidak hanya berfungsi sebagai peradilan agama
biasa, tetapi memiliki posisi yang diperluas dalam sistem peradilan nasional. Bukti empiris
terlihat dari analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan
kewenangan lebih luas dibanding pengadilan agama di daerah lain (Jamilah et al., 2024).
Dengan demikian, penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah
merupakan bentuk integrasi antara sistem hukum nasional dan kekhu susan daerah.

Kecenderungan lain tampak pada fokus penelitian yang mengkaji kewenangan dan
implementasi Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga otonom dalam sistem hukum nasional
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(Azimi, 2026). Fokus ini muncul karena adanya dinamika antara norma hukum nasional dan
praktik lokal di Aceh yang menuntut sinkronisasi yang harmonis. Beberapa penelitian
menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat sejauh mana kewenangan tersebut
dijalankan dalam praktik peradilan. Data yang dihadirkan biasanyaberupa putusan pengadilan,
wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus konkret
Temuan menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Mahkamah Syariiyah cukup luas,
implementasinya masih menghadapi tantangan administratif dan koordinatif. Oleh karena itu,
disimpulkan bahwa efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi,
aparat, dan masyarakat.

Selain itu, terdapat kecenderungan penelitian yang menitikberatkan pada aspek historis
sebagai landasan konseptual berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Pendekatan historis ini
digunakan untuk menjelaskan bahwa keberadaan lembaga tersebut bukanlah fenomena baru,
melainkan kelanjutan dari praktik hukum Islamyang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh.
Bukti yang sering digunakan meliputi kajian literatur sejarah, dokumen kolonial, serta
perkembangan regulasi sejak masa kemerdekaan hingga lahirnya otonomi khusus. Penelitian-
penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Syariiyah merupakan hasil dialektika antara
sejarah lokal dan kebijakan nasional. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa
pemahaman historis sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan lembaga
ini dalam sistem hukum Indonesia

Secara metodologis, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan kecenderungan
penggunaan pendekatan kualitatif dengan kombinasi metode normatif dan empiris. Hal ini
disebabkan oleh kompleksitas isu yang tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga
praktik sosial dan budaya masyarakat Aceh. Beberapa studi juga mulai mengintegrasikan
pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum dan antropologi, untuk mendapatkan
gambaran yang lebih komprehensif. Bukti dari kecenderunganini terlihat pada penggunaan
teknik pengumpulan data yang beragam, seperti studi dokumen, wawancara mendalam, dan
observasi lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian
tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh bergerak menuju pendekatan yang lebih holistik dan
kontekstual dalam memahami perannya di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi khusus, negara memberikan legitimasi terhadap keberadaan
lembaga ini melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diperkuat dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Buhri et al., 2024).
Regulasi tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah memiliki kewenangan yang tidak
hanya mencakup perkara perdata Islam, tetapi juga aspek tertentu dari hukum pidana syariat
yang tidak ditemukan dalam yurisdiksi peradilan agama di wilayah lain. Pengaturan ini
menunjukkan adanya diferensiasi kewenangan yang secara konstitusional diakui sebagai
bagian dari kekhususan Aceh.

Keberadaan Mahkamah Syariyah juga terintegrasi secara struktural dalam sistem
peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ritonga et al., 2024). Hal
ini tercermin dari mekanisme administrasi, pembinaan teknis yudisial, serta sistem peradilan
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berjenjang yang tetap mengikuti pola nasional. Dengan demikian, meskipun memiliki
kekhususan dalam kewenangan, Mahkamah Syar’iyah tidak berdiri di luar sistem hukum
Indonesia, melainkan menjadi bagian yang sah dan diakui dalam struktur peradilan negara.
Bukti ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara prinsip kesatuan hukum nasional dengan
pengakuan terhadap keberagaman lokal.

Selain itu, praktik peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Syariiyah menunjukkan
implementasi nyata dari kewenanganyang diberikan. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak
hanya mencerminkan penerapan hukum Islam, tetapi juga tetap berpedoman pada prinsip-
prinsip hukum nasional, termasuk asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Yusuf et
al, 2025). Dalam beberapa kasus, putusan tersebut bahkan menjadi rujukan dalam
pengembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah
berfungsi sebagai jembatan antara norma syariat dan sistem hukum nasional. Dengan
demikian, kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki
dasar hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang jelas, serta praktik peradilanyang nyata.
Keseluruhan aspekini memperlihatkan bahwa keberadaannya merupakan bentuk konkretdarn
pelaksanaan otonomi khususyang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Mahkamah Syariyah Aceh memegang peran krusial dalam sistem peradilan nasional
dengan memiliki kewenangan khusus (Sarong et al., 2021). Hal ini berakar pada kebijakan
otonomi khususyang memberikan ruang bagi penerapan syariatIslam dalam kerangka hukum
negara. Pada praktiknya, lembaga ini menampilkan keselarasan dengan sistem peradilan
nasional melalui struktur, prosedur, dan mekanisme persidangan yang mirip, terbukti dan
kegiatan sidang dan administrasi peradilan. Selain itu, wawancara dengan aparat penegak
hukum menegaskan adanya tambahan kewenangan, terutama dalam penanganan perkara
jinayat, serta peningkatan kepercayaan publik karena kesesuaiannya dengan nilai
sosial-keagamaan. Dukungan yuridis juga terlihat dari peraturan seperti Undang-Undang No.
18 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang secara tegas mengatur
keberadaannya (Yonike & Yanti, 2026). Oleh karena itu, Mahkamah Syariyah Aceh menjadi
contoh integrasi yang harmonisantarahukum nasional dan kekhususan daerah.

Berdasarkan keseluruhan data, terdapat beberapa pola utama yang menandakan
karakteristik posisi Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Pola-pola ini
muncul akibat kombinasi antara sistem peradilan nasional dengan keunikan daerah yang
berbasis syariat Islam, yang diakomodasi melalui otonomi khusus. Hal ini tercermin dan
keseragaman struktur, prosedur, dan administrasi dengan peradilan lain di Indonesia,
perluasan kewenangan khususnya dalam kasus jinayat, peningkatan legitimasi sosial di mata
masyarakat Aceh, serta dukungan kuat dari regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2001
dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 (Amri et al., 2024). Oleh karena itu, kecenderungan
yang terlihat menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh berfungsi sebagai lembaga hibrida
yang mampu menggabungkan hukum nasional dengan nilai-nilai lokal secara fektif dan
berkelanjutan.
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Diskusi

Kewenangan dan implementasi Mahkamah Syariyah Aceh sebagai lembaga otonom
dalam sistem hukum nasional dapat dibuktikan melalui praktik nyata pelaksanaan fungsi
peradilan (Nurfazriati et al., 2026) yang mencerminkan kekhususan daerah sekaligus
keterikatan padahukum negara. Kewenangantersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
diimplementasikan secara konkret dalam berbagai putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah
Syar'iyah di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Pelaksanaan kewenangan ini terlihat dari prosedur peradilan yang mengakomodasi
hukum acara nasional sekaligus memasukkan unsur-unsur syariat sebagai dasar pertimbangan
hukum. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kerja yang adaptif, di mana hukum nasional
dan hukum daerah berjalan secara berdampingan tanpa saling meniadakan (Runtoko, 2021).
Selain itu, implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga tercermin dalam tingkat
penerimaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan (Munauwarah, 2025). Kondisi ini
memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum, karena tidak hanya didukung oleh kekuatan
formal negara, tetapijuga oleh kesadaran kolektif masyarakat.

Dengan demikian, kewenangan dan implementasi Mahkamah Syariyah Aceh
menunjukkan bahwa lembaga ini berfungsi secara nyata sebagaiinstitusi otonom yang tetap
berada dalam kerangka sistem hukum nasional (Sulubara & Murthada, 2023). Keberhasilannya
dalam mengintegrasikan norma syariat dengan hukum negara menjadi bukti bahwa otonomi
khusus dapat dijalankan secara efektif tanpa mengganggu prinsip kesatuan hukum di
Indonesia.

Secara keseluruhan, data mengungkapkan beberapa pola utama yang menandakan
posisi Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Pola- pola tersebut muncul
akibat kombinasi antara sistem peradilan nasional dan keunikan daerah yang berlandaskan
syariah Islam, yang diakomodasi melalui otonomi khusus. Hal ini terlihat dari keseragaman
struktur, prosedur, dan administrasi dengan lembaga peradilan lain di Indonesia, penambahan
kewenangan khusus dalam perkarajinayat, meningkatnya legitimasi sosial di mata masyarakat
Aceh, serta dukungan kuat regulasi seperti UUNo. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006.
Dengan demikian, tren yang terlihat menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh berperan
sebagai institusi hibrida yang mampu menggabungkan hukum nasional dengan nilai- nilai
lokal secara efektif dan berkelanjutan.

Data mengindikasikan bahwa Mahkamah Syariyah Aceh berperan sebagai lembaga
peradilanyang bersifat integratif, adaptif, dan kontekstual (Igbal et al., 2026). Hal ini berakar
pada kemampuannya memadukan sistem hukum nasional dengan penerapan syariat Islam
dalam kerangka otonomi khusus. Sifat integratif tercermin dari keselarasan struktur, prosedur,
dan administrasinya dengan peradilan nasional, sedangkan adaptif terlihat dari fleksibilitas
penggunaan ganun Aceh dalam menuntaskan kasus-kasus tertentu seperti jinayat. Aspek
kontekstual muncul lewat tingginya tingkat penerimaan masyarakat yang menilai bahwa
nilai-nilai hukum yang diterapkan selaras dengan norma sosial dan keagamaan mereka.
Bukti-bukti tersebut didukung oleh praktik persidangan, pernyataan aparat hukum, serta
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landasan hukum yang konsisten dalam berbagai peraturan dan putusan pengadilan. Oleh
karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh memperlihatkan pola sebagai lembaga peradilan yang
efektif dalam menggabungkan hukum nasional dengan kekhususan daerah.

Dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan peradilan ini mengalami perubahan, terutama
pada masa kolonial dan pascakemerdekaan, ketika sistem hukum nasional mulai dibangun
secara terpusat (Fathurrozi & Holid, 2025). Perkembangan signifikan terjadi ketika pemerintah
Indonesia memberikan pengakuan terhadap kekhususan Aceh melalui kebijakan otonomi
khusus. Pengakuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons terhadap
dinamika sosial, politik, dan kultural yang berkembang di Aceh. Regulasi yang lahir kemudian
menjadi dasar formal bagi pembentukan kembali Mahkamah Syar‘iyah sebagai lembaga
peradilan yang memiliki kewenangan khusus. Dengan demikian, institusionalisasi Mahkamah
Syar'iyah mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi aspirasi lokaltanpamelepaskan
prinsip kesatuan hukum nasional.

Selain itu, latar belakang pembentukan Mahkamah Syar’iyah juga berkaitan dengan
kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan nilai-nilai masyarakat
Aceh (Hidayatetal., 2025).Keberadaanlembagaini menjadi jembatan antarasejarah lokal yang
kuat dengan sistem hukum modern yang berlaku secara nasional. Hal ini terlihat dari
bagaimana norma-norma syariat diintegrasikan ke dalam struktur hukum formal melalui ganun
dan peraturanlainnya.

Dengandemikian, sejarah danlatarbelakang Mahkamah Syar'iyah Acehmemperlihatkan
bahwa lembaga ini bukan sekadar produk kebijakan hukum, hasil dari proses historis yang
panjang dan kompleks (Amri et al., 2024). Keberadaannya menjadi bukti bahwa otonomi
khusus Aceh diwujudkan melalui pengakuan terhadap identitas hukum lokal yang tetap berada
dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Sejarah serta latar belakang Mahkamah Syar'iyah Aceh mengindikasikan bahwa institusi
ini terbentuk melalui proses historisyang terus berlanjut dari tradisi hukum Islam di masyarakat
Aceh. Hal ini terjadi karena peran kuat hukum Islam sejak era kesultanan yang mash
memengaruhi struktur sosial dan hukum hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya,
kesinambungan tersebut tampak pada simbol kelembagaan, tata peradilan, serta tipe kasus
yang mencerminkan nilai-nilai syariah, termasuk keberadaan ganun sebagai wujud formalitas
hukum daerah. Selain itu, pandangan tokoh masyarakat, akademisi, dan aparat hukum
menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah dipandang sebagai lanjutan tradisi lama yang telah
melekat dalam kehidupan masyarakat. Penegasan ini juga didukung oleh berbagai literatur
sejarah dan peraturan perundang-undangan yang memperlihatkan proses panjang
pembentukan lembaga tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Syariiyah Aceh merupakan
gabungan antara warisan historis dan kebijakan hukum modern.

Data mengungkap pola bahwa sejarah Mahkamah Syariyah Aceh ditandai oleh
kesinambungan, konteksualitas, serta proses formalisasi yang bertahap. Hal ini dipengaruhi
oleh kuatnya warisan tradisi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang tetap eksis
meskipun mengalami perubahan politik dan sistem pemerintahan (Usman, 2024).
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Kesinambungan terlihat dari penggunaan nilai-nilai syariat yang terus dipertahankan sejak era
kesultanan hingga kini, sedangkan sifat kontekstual tercermin dalam penyesuaian struktur
kelembagaan dengan sistem peradilan modern. Proses formalisasi dapat dilihat dari munculnya
berbagai ganundan peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengakui keberadaan
Mahkamah Syar'iyah. Bukti-bukti tersebut didukung oleh praktik kelembagaan, pandangan
tokoh masyarakat (Dinda, 2023), serta studi historis yang menelusuri jejak panjang lembaga
ini. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh memperlihatkan pola perkembangan yang
secara bertahap dan konsisten menggabungkan tradisi lokal dengan sistem hukum nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan lembaga
peradilan yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan latar belakang historis yang khas dalam
sistem hukum nasional Indonesia (Basyir, 2023). Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan
otonomi khusus yang memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam secara formal dalam
struktur negara. Temuan penelitian didasarkan pada analisis data observasi, wawancara, dan
studi dokumen yang memperlihatkan bahwaMahkamah Syar‘iyah terintegrasi secara struktural
dengan peradilan nasional, memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam perkara
jinayat, serta berakar dari tradisi hukum Islam yang telah lama hidup di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara kedudukan, kewenangan, dan
latar belakang historis Mahkamah Syar'iyah Aceh terjadi karena adanya kebutuhan untuk
mengakomodasi kekhususan daerah dalam kerangka hukum nasional (Wicaksono & Mahipal,
2025). Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat Aceh yang memiliki ikatan kuat dengan
nilai- nilai syariat Islam, sehingga negara merespons melalui kebijakan otonomi khusus yang
bersifat asimetris. Hubungan tersebut terlihat dari integrasi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah
dalam sistem peradilan nasional, perluasan kewenangan terutama dalam perkara jinayat, serta
legitimasi sosial yang diperoleh dari penerimaan masyarakat (Munajat, 2025). Bukti ini
diperkuat oleh regulasi khusus, praktik peradilan, dan pandangan masyarakat yang
menunjukkan keselarasan antara norma hukum dan nilai lokal. Dengan demikian, dapat
disimpulkanbahwakeberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan hasildari interaksi antara
faktor historis, kebutuhan sosial, dan kebijakan negara yang saling mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan dengan
penelitian terdahulu mengenai Mahkamah Syariyah Aceh dalam sistem hukum nasional.
Persamaan terletak. Namun, perbedaan utama muncul pada pendekatan yang lebih integratif
dalam penelitian ini, yang tidak hanya menyoroti dasar hukum, tetapi juga mengaitkan secara
sistematis aspek historis, kewenangan, dan implementasi dalam satu kerangka analisis. Bukti
dari perbedaan tersebut terlihat pada penggunaan data observasi, wawancara, dan analisis
dokumen secara bersamaan untuk menunjukkan hubungan yang lebih komprehensif. Dengan
demikian, penelitian inimenawarkan kebaruan berupa pemahaman yang lebih holistik tentang
Mahkamah Syar'iyah sebagai hasil interaksi antara hukum nasional dan kekhususan lokal.

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh
tidak sekadar sebagai institusi hukum, melainkan sebagai representasi identitas sosial, historis,
dan ideologis masyarakat Aceh dalam kerangka negara Indonesia (Afdhal et al., 2025). Hal ini
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terjadi karena hukum yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapijuga
mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang telah mengakar kuat sejak masa lalu.
Makna tersebut terlihat dari kesinambungan sejarah penerapan syariat Islam, pengakuan
negara melalui otonomi khusus, serta penerimaan masyarakat yang menjadikan Mahkamah
Syar'iyah sebagai simbol keadilan yang sesuai dengan keyakinan mereka (Yus, 2022). Bukti ini
menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum, identitas lokal, dan kebijakan nasional
yang saling memperkuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah
Aceh merupakan manifestasi dari harmonisasi antara nilai lokal dan ideologi negara dalam
sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki
implikasi fungsional sekaligus potensi disfungsional dalam sistem hukum nasional. Secara
fungsional, lembaga ini berperan sebagai sarana efektif untuk mengakomodasi nilai-nilai
syariat Islam dalam kerangka negara, sehingga meningkatkan legitimasi hukum dan
kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.(Kutaraya dkk., 2024) Hal ini terjadi karena adanya
kesesuaian antara norma hukum yang diterapkan dengan nilai sosial dan keagamaan yang
dianut masyarakat Aceh. Bukti dari fungsi tersebut terlihat pada penerimaan masyarakat yang
tinggi serta implementasi kewenangan yang berjalan secara nyata dalam berbagai perkara.
(Fauzah Nur Aksa dkk., 2023)Hasil penelitian ini mengarah pada perlunya langkah kebijakan
yang strategis untuk memperkuat peran Mahkamah Syariyah Aceh agar lebih efektif dan
harmonis dalam sistem hukum nasional.

Hal ini penting karena meskipun lembaga ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat
tantangan dalam aspek sinkronisasi regulasi, kapasitas aparatur, dan pemahaman masyarakat.
Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam penyusunan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
pelatihan berkelanjutan bagi aparat peradilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar
pemahaman terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah semakin merata. Bukti kebutuhan ini
terlihat dari adanya perbedaan implementasi di lapangan dan tantangan administratif yang
masih muncul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang terarah dan
berkelanjutan diperlukan untuk memastikan Mahkamah Syariyah Aceh berfungsi optimal
sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Temuan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem
hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuannya
mengakomodasi nilai-nilai sosial, historis, dan kultural masyarakat. Mahkamah Syariyah Aceh
memberikan pelajaran bahwa integrasi antara hukum nasional dan kekhususan daerah dapat
berjalan secaraharmonisapabiladidukung oleh legitimasi hukum dan penerimaan masyarakat.
Pengalaman ini menegaskan bahwa pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal mampu
meningkatkan efektivitas dan keberlakuan hukum secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga
mengajarkan bahwa fleksibilitas dalam sistem hukum bukanlah bentuk pelemahan, melainkan
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strategi untuk menjaga keseimbangan antara persatuan nasional dan keberagaman daerah.
Dengan demikian, hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya membangun sistem hukum
yang adaptif, inklusif, dan kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara
berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kekuatan utama pada kontribusinya dalam memperkaya kajian
keilmuan mengenai hukum dan otonomi daerah melalui pendekatan yang integratif dan
kontekstual. Kontribusi tersebutterlihat dari penyajian data yang tidak hanya bersifat normatif,
tetapijugaempirismelaluiobservasi, wawancara, dan analisisdokumen, sehinggamemberikan
gambaran yang lebih utuh tentang Mahkamah Syariiyah Aceh. Selain itu, penelitian ini
mengembangkan konsep keterkaitan antara aspek historis, yuridis, dan sosiologis sebagai
variabel yang saling memengaruhi dalam memahami keberadaan lembaga peradilan otonom.
Pendekatan yang digunakan juga memperluas perspektif dengan menggabungkan analisis
hukum dengan konteks sosial budaya masyarakat. Bukti dari kekuatan ini terlihat pada
kemampuan penelitian dalam mengidentifikasi pola integrasi hukum nasional dan lokal secara
komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi pertanyaan baru terkait
efektivitas otonomihukum dan model integrasi hukum di wilayah lain.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang muncul sebagai konsekuensi dari
ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Keterbatasan tersebut terutama terletak pada
fokus kajian yang lebih menekankan pada aspek kualitatif dengan cakupan wilayah yang
terbatas pada Aceh, sehingga belum memungkinkan dilakukan generalisasi terhadap daerah
lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, data empiris yang digunakan masih bergantung
pada wawancara dan dokumen yang tersedia, sehingga potensi bias subjektivitas dan
keterbatasan akses informasi tetap ada. Penelitian ini juga belum secara mendalam mengkaji
aspek kuantitatif, seperti tingkat efektivitas putusan atau dampak statistik dari implementasi
kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Bukti keterbatasan ini terlihat dari belum adanya
perbandingan lintas daerah atau analisis longitudinal yang lebih luas. Dengan demikian,
penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk
metode kuantitatif dan studi komparatif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam.
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